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b. ketentuan umum perahrran zonasi kawasan strategis sosial
dm budafaa;

c. ketenhran urnum perahrran zonasi kawasan strategis
pendalragtrnaan sumber daya alam den/atam teknolog
tinggi; dan

d. ketenhran umum perafi:ran zonasi kawasan strategis fungsi
dan daya dtdmng tinstcrrtgffn hftitp,

Bagfa! Kotl$r
Kotcntuan Umun Feraturen T,oinesl St.nrltus Ruang

Para$af I
Ketcaturn Umum Pcraturaa?otesl Slstcn Purat Kcgletan

Pasal 53

(l) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a terdiri
:atac:

a. ketentuan umum perahrran zonasi sistem perkotaan; dan

b. trettentuan umum peraturan anrrusr sistsm perdesaarr.

(21 Ketenhran umum perahrran zonasi sistem perkotaan
dimalcsud pada ayat {U hulnf a terdiri atae :

a. diperbolehkan memanfaatkan Rrang unhrk kegiatan
permukiman perkotaan;

b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana
pendukung fungsi pusat pelayanan perkotaan;

c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan,intensitas tingg
dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

d. diperbolehkan memanfaatkan kawasan Iindung berupa
bangunan untuk meningkatkan nilai tambah den-gan tetap
dilakukan upaya konservasi;

e" diperbolehkan melgkukan perubalun atau penambahan
fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak
menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;

f. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidat<
meftgggnggu fungri sistcm perkotaan dan jarirgan
prgsarana;

g^ tidatc diperbolehkan melakukan alih fungsi p"dr kawasan
yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan
perkotaan;

h. tidalc diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu
untuk fimgsi yang bertentarrgan;
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i. tidak diperbolehkan melalmkan kegiatan pembangunan di
luar arca yang to,lah ditstaden fiat'agai beien dari rtrary
milik jslan atau nralrg pengawasq$ jalen kEsuati u!-ltuk
kepqntingan jalen itu sendiri;

j. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di
dalam radius keamanan pada kawasan yang telah
dtretapksr-I ffian ketinsgian;dan

k. tidak diperbolehkan kegiatan penyelenggaraan penataan
mang yang menyebabkan gangguan terhadap berfrrngsinya
sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

(3) Ketentuan umum perahrran zonasi sistem perdesaan
ffteeaimena dima*mrd pada ayat {1} huruf b terdiri fitas:

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan
permtrkiman perdesaan;

b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana
pendukung fungsi pusat pelayanan perdesaan;

c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan intensitas
sedang hingga rendatr;

d. diperbolehkan dilakulcan perubatran fungsi ruang kawasart
terbangun di perdesaan dengan syarat saling menunjang
dan/atau tidat< menimbulkan efek negatif bagi zona yang
telatr ditetapkan;

e. diperbolehkan dilakukan penambatran fungsi yang saling
befgeouaian derrgan syarat ditetapkan bcsaran danlatau
luasqn ruang setiap ?er\q dan funssi utsma zp.na tersebuU

f. pembatasen intensitas pemanfaaten ruang agar tidak
mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringart
prasarana;

g. tidak diperbolehkan melalnrkan pemanfaatan rtrang yang
dapat menyebabkan gangguan terhadap berfi.rngsinya sistem
perdesaan;

h. tidat< diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan
dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan
rc*ltarrrya; dan

i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di
dalam radius kearnanan pada kawasan yang telatr
ditetapkan batas ketinggian.

twu
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Paragraf 2

ffetcntuaa Umum Pcraturao, Tprttsl
Slgtcn .lartngBn Prasarana Utana

pesat E.+

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana
utanta €ohagaiffiana dima{{otrdddafiB M SZ ayat. {q hmd b
ter415i etas I

a. ketentuan umum peraturan znnasi sistem jaringan
*anspsrtasi darat; dan

b. ketenttran umum peraturan zanasi sistem jaringan
perkeretaapian.

Ketentuan umum perahrran zonasi sistem jaring:m transportasi
darat sebagaimana dimal<sud pada ayat {1} hunrf a terdiri atas
a. ketentual umum peraturan z.onasi janngan jalu, meliputi:

l, diperb,elehkffr kesietas yang m-e$grlslti ketenttren rua$g
milik jalan, ruang manfaat jdan, dan ruang pengawasan
jalan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. diperbolehkan kegiatan dengan syarat meliputi
pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan
l@t fv@tel, pe+er-rclllet! pqtpn, dffi pembe$-t*+Ees
fasilitas pendulmng jalan lainnya yang tidak
mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan
Penggltna jalan;

3. tidak diperbolehka-n kegiatan meliputi pemanfaatan
ruang milik jalan, rLlang manfa.at jalan, dan ruang
pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya
kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

4. pembatasan pemarrfaatan ruang di sepanjang sisi jalan
dengan tingkat intensitas menengah hingga ti.gg;

5. tidak AiperUetlcm alih ftmgsi latran Frrg berfrmssi
lindung di sepanjang sisi jalan;

6- peoetapan garis di sisi jalan yalrg
mcmenuhi ketenhran ruang peng€wasan jalan(mwasja) ;

7. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jatan
dett8an eyarat fiesuei defi8afi kondisi dan lcc*as jdaru

8. tidak diperbolehkan setunrh pemarrfaatan pada zataa
inti' kecuali untuk pergerakan orang atam barang dan
kendaraan;

9. tidak diperbolehkan alrtivitas pemanfaatan budidaya
camBei batafi rtmaqia fies.uai den8an lue:las dafi hirarlci
jalan;
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10. diperbolehkan memanfaatkan ruang di garis sempadan
jdsn yan8 tinekat iri+endtaffalrataenerEah hiffiga tinggi
dengan syarat tidak loenggqngglr fak_t_or keselastatan
jalan;

I 1. diperbolehkan melalmkan pembangunan'dengan potensi
bangkitan dan tarikan tinggi pada kriwasan dengan
-+yarat rncr-rlFerfakaa eEdieh dmBak lafil .Untaa;

12. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi latran yang
berfiragsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
dan

13. tidak diperbolehkan melalnrlcan kegiatan budidaya di
rilaftg bafl'ah jombatafi.

b. ketenttran umum peratrrran zonasi prasarana lalu lintas
meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi kegiatan
penunjang operasional dan pengembangan kawasan
terminal tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal
seperti jatur pemberangkatan kendaraan tlmtlm, jahrr
kedatangan kendaraan lrmum, tempat parkir kendaraan
umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di
dalamnya tempat hrnggu dan tempat istiratrat
ker*-dereen l*Erurm, kantor temei-nal; 4e{t
tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar,
penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar
keail/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin,
ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan,
telepon urnurn, tempat penitipan barang dan taman;

2, diperbolehkan kegiatan dengan syarat meliputi kegiatan
selain sebagaimana dimalcsud pada huruf a yang tidak
mcnEgaftggU kearnanan dafl keieiafilatan ldu lintas dan
angkutan jalan serta fungsi kau,asen di sehtar terminal
tiPe Q;

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jden aalta frmgsi kawasan di sekitar tcrrftinal tipe c;
dan

4. terminal tipe C ditengkapi dengan RTH paling sedikit
2O% {dua pduh persrn) dari zona pengemhangan unh$r
meqiagc kelanearen aperasignql terr[inal, kEern-gnan
dan keselamatan lalu lintas dqn anglortan jalan,
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ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi
aungrd, darteu dan penyeberangan mf,liputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang mengilinrti ketenttran

kepelabuhzrnan sesuai Rencana Induk Pelabuhan pada
Daerah Linglmngan Kerja Pelabuhan (DLKP) mencalmp
wilayah daratan dan wilayah perairan serta Daerah
Ungku-$esn Kependngen Pelatn*-ran rnencehip rdayalr
peralre4 kepe4tingql p:elabuhan rns._li,puti fasilitas pok-qk
dan fasilitas penunjang pelabuhan;

2. Fasilitas pokok pelabuhan meliputi: dermaga,
pergudangan, terminal penumpang, terminal ro-ro,
fasilitae PenarBputltnrt {ffi Pe$galqhan litBhreh, faeiliteq
bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang
untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (83) dan
fasilitas pemeliharaan dan perbaikan perdatan dan
Sarana Banttr Navigasi-Pelayaran (SBNP) ;

9, Fee*taq p€nultiqrl-g pehhrhgl rneliBuu; k.w*sq+
perkantoran, fasilitas telekomunikasi, fasilitas
perdagangan dan jasa terbatas, terminal perpindahan
'arttar moda, terffiind klrtrsuff lainnlra, nrarig tunggtl
peournpang, da4 fas-ilitas uln^ulll latnnya;

4. pencegahan dan penanggulaqgan pencemaran dari
pengoperasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan;

5. pengahrran lintas penyeberangan yang terintegrasi
dpngBn ahrr penangkafan ikan dan nelayan, alur
peleyerqn kapal pEt"tambansan dan Berkebunan, dan
elur pqlayaran t<apal pengangkut bahan bakar dan
lainnya yfflg ditetaplean kemuelian dalam eonasi wilaya?.r
sungai dan penyeberangan;

6, diBErholehkan rnffBbEn$rn tengunan dan ke,datan yant
mengq!4mak4n keselama.ten {gn keemanan pelayaran
sungai, danau, dan penyeberangan;

7. tidak diperbolehkan kegiatan di atas perairan yang
berdampak pada keberadaan alur pelayararr sungai,
de+eu, dan penye-bera$gan;

8. tidak diperbolehkan lcesatan di bawatr perairan yang
berdarnpak pada keberadaan alur pelayaran sungai"
danau, dan penyeberangan; dan

9. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak
pada keberadaan ahr pelayraran frffrgai, danau, daa
BeDygberangan.
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(3) Ketentuan umum perahrran zonasi sistem jaringan
pefkeretaapiafl eebaeeiftafia dirna*aud pad,a arya+ (1) hufirf b
tErdiri atas ;

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta
aei dilakdran dengaft tingkat intensitas moncnsah hingga
tlngg yang k"Esgndelungan pengembsngan ruangrr-ya
dibatasi;

b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur
kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan
keaatafie.atan traf,sportesi pelkeretaal*an;

c. pembatasan pemanfaatan ruang y{rg peka terhadap
dampalc ling!rungan akibat lalu lintas kereta api di
sepanjang jalur kereta aPi;

d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringart
jdur k€rpta a.pt effi iatrffi; &xt

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur
kereta api dengan memperhatikan dampak lingl$ngan dan
kebutuhan pengembangan jaringan jafur kereta api.

naragnf 3
Ketentuea Unum Penturea Zprrrasl
Slstcn Jarlngaa Eararene tatnnya

Prgat 55

(1) Ketentrran umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana
lainryla'sebag3imana dimdrcttd da{an} Pafial *2 atya.t (3} hurtd e
terdin atas ;

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;

ketentuan umum perattrran zonasi sistem jaringan
telekomunikasi;

kgtrrrtuur umum peraturan zonasi sistcrr jaingilr
sumberdaya air;

4 keteatuan u"muan perahrran zonasi sistem
prasarana pengelolaan lingkunganr ; dan

e. ketentrran umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi
bettoafta.

l2l Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi
eebaseimana dimaksud padaayattl) hurtrf a tprdiri atao :

a. pembangunari sistem jaringan memperhatikan keserasian
dan keseLarasan derrgan arahan pemanfaatan rr:arrg dan
kondisi di sekitarnya;

b. pembangunan sistem jaringan memperhitunglen aspek
keem,eurert dafi kesetaftatafi lcarasan di selcitarrya, termasuk
memp_erhetikan jarat< amen dari kpEet4$ larn;

oM
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c. pembangunan sistem jaringan disertai dengan ketenhran
pelarangan Bertartfaatan nrang Frtda nrang ruarlg ffisfi di
separdqng jannsan sesual dengan ketentua$ pErundgng-
undangan yang berlaku;

d. engan syarat meliputi kegiatan
pertanian, kemasyarakatan, olatr
, dan lain yane bersifat

eemestar= a das tidak tuenggeuggu fuugs!
sistem jaringan trans

e. diperbolehkan kegiatan yang meliputi kegiatan penunjang
sistem jaringan transmisi tenaga listrik;

f. kegiatan selain
hlrruf e yang

tsnaga listrik;
g ketenhran penempatan giardu pembangkit diarahkan di luar

kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan
umum; dan

h. ddam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan
maka harus disediakan jaringran pengarranan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
teldsomwrikasi rebaeairnana dimaketrd pada ayat {1} ttunrr u
tErdu atas;

a. pembangunan jaringan terestrid sistem nirkabel berupa
HEafii mcntrn telelremrmikasi dan Aese llwweiuer W
ETs) tErpadu sqsua-r dengan peraturan perundang-
undangan yang berlah;

b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara terpadu
diarahkan untuk menara telekomunikasi bersama sebagai
dat Benggndslian perkembangan me*ara telekomunikaei;

c. menara telekomunikasi khusus s€perti unttrk keperluan radio
siaran, pencarian dan pertolongan kecelalcaan, radio amatir"
televisi, komunikasi antar penduduk dan keperluan transmisijaringan telekomunikasi utama (backbonl) diatur sesuai
deeee+ kstentlr_eft pe.retura+ pertmdsflg:un.d;ngan;

d. diperbolehJ<an mengembangkan jaringan kabel yang melintasi
tanah milik atau dikrrasai pemerintah 

"..parriig sesuai
dengan peratrrran perundang-undangan;

e. pembaflglxran sistem jaringan memperhatikan keserasian
dafi keaelarasafl dcngar'r amhar* p.*.rrart * rua,lrg darr
korldis. i di seHtarrrya;

f. pernbarrguryn 
- 
sisLem iaringan memperhiturrgkan aspek

keamanan dan keselamatan kawasan; dan
g. tidak diperbolehkan mendirikan bangr-rnan di sekitar

pemarc:af dffilara+L to$rer dalam radius bahar keamanart
dan kEselematan,

A4;
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(4) Ketentuan umum perattrran zonasi sistem jaringan sumberdaya
air sebagaimana dir-naksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. pembangnnan sistem jaringan dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

b. pembangunan dan penatasn sistem jaringan pada kawasan
perbatasan kabupaten/ provinsi dilakukan secara terpadu;

c. ketentuan umum zonasi unttrk sistem wilayah sungai
meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana lalu
lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan
air dan kegiatan pengamanan sungai;

2, diperbolehkan bersyarat tertentu kegiatan selain
sebagaimans dimaksud pada butir 1 yang tidak
mengganggu fungsi konservasi sumber daya air,
pendayagr:naan sumber dqp air, dan pengendalian daya
rusak air dan fungsi sistcm jaringan sumber drya air;

3. tidalc diperbolehkan kegtatan yang krryJatart yang
mengganggu fungsi sungai, bendungan,'sebagei sumber
air serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir
sebagai prasarana sumber daya aia

4. diparbolehkan metnanfaatkan ruang pada kawasen
seldtar sungai dengan syarat menjaga kelestarian
lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

5. menertibkan bangunan komersial yang berada pada garis
sempadan sungai;

6. permukiman eksisting yarig ada pada garis sempadan
strngai secara bertahap ditata dan mengembangkarr
konsep nrmah menghadap sungai (utater fronf riue);

7. diperbolehkan pemanfaatan garis sempadan sungai
diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian kota
seperti sa)rur, buah-buatran, pemancingan, dan wisata
sungai; dan

8. dipertolehkn pembuatarr jalan inspeksi sebagai
penyangga.

d. ketentuan runum peraturan znnasL wilayah aset sumbr daya
air meliputi :

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar
wilayah dartau dan wafidr dpngan tetap merdasa
keles. tansn ltnglq*ngan;

2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali sarana
unhrk menunjang taman rekneasi; dan

3. tidak diperbolehkan elih fungsi lindung di kawasan
aelsitsr danau dan waduk yang menyetahkan kertrsakan.

0"N
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e. ketentuan umum zonasi unhrk cekungan air tanah (CAT)
moliputi :

1. diperbolehkan perlindungan kawasan resapen air yang
mampu menambah air tanatr secara alami;

2. diperbolehkan pengembangan zor\a konservasi air tanah
meliputi zoraa perlindungan air tanah yang meliputi
daeratr imbuhan air tanah dan zona pemanfaatan air
tanatlyang meliputi ?rilaa artrran, ra'wan, kritis, dan nrsak;

3. diperbolehkan pemeliharaan celnrngan air tanah melalui
kegtratan pncegahan dan/atau perbailcan kemsakan
akuifer dan air tanah;

4. diperbolehkan konservasi air tanah secara menyeluruh
pada celanngan air tanah yang mencalsr:p daeratr
imbuhan dan daeratr lepasan air tanah, melalui:
perlindungan dan pelestanqn atr tanab; pengawetan atr
tanah; dan pengelolaan lqralitas dan pgnggndaliqn
peneemaran air tanah;

5. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
konservasi air tanah melalui pemantauan air tanah untuk
mgngelalrui perubatran kuantitag, heliteq, den/Ataar
linglnrngan air tanah; dan

6. tidak diperbolehkan/dilarang meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2, butir 3,
brrtir 4 dan butir 5,

f. lcetenhran urtum peratttran zonasi sistem irigasi meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan
peningkatan jaringen irigasi yang ada,

2. diperbolehkan pengembangan Daeratr Irigasi (DI) pada
seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian
yang dih{ukan unhrk mendukung ketatranan pangan dan
pengelolaan latran pertanian berkalanjutan;

3. diperbolehkan bersyarat terbatas konversi alih firngsi
sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan
budidaya lokal lainnya;

4. diperbolehkan kegiatan mempertegas sistem jaringan
yang berfungsi sebagai jaringen primer, sekund,or dan
tersier;

5. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi
dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling
eedikit 2 m (dua rneter) di kiri dan kanen saluran;

lhffi
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6. diperbolehkan dengari syarat kegiatan pengembangan
bangunan milik organisasi pada latran pertanian yang
diarahkan pengcmbangannva eebsgar kaweqan terbaugun
$gsuai rqnqanq Pola ruang wqt'ib dipgrtahankan
kesueiannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat
persetujuan dari pengelola bersangkutan; dan

7 * diperbqlehkan bersyarat tertentu pemhangunan
Bragerese pendukuns irigaqi sgpgrti p9s psnta.u, pintu
air, bangunan bag dan bangunan lainnya mengikuti
ketenttran teknis yang berlaku.

g. Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Daerah Rawa
meliputi:

1. diperbolehkm bersyarat kegiatan tertenttr pada rawa
dengan fungsi lindung meliputi kegiatan penelitian;
kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
upaya mempertahankan fungsi sempadan rawa;

2. pada rawa dengan fungsi lindung kegiatan tertentrr dan
bangunart utilitas harrya dapat dihf<ukan setelat"r
rnemperoleh izin dari guberanlrr, dan bupati sesuai dengan
kewenangan;

3. tidak diperbolehkan pembuangan sampah ke rawa dan
kegiatan yang mencemari rawa;

4. diperbolehkan pengembangan rawa pada rawa dengan
fungsi budi daya meliputi kegiatan pertanian dan non
pertanian;

5. pengembang rawa dengan fungsi budidaya wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya
pangclqtaqn linglqragan-uBaJa pemanta"uan lrngkungan;
dan

6. pengembang rawa wajib dengan fungsi budidaya wajib
memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan penrndang-undangan di bidang perlindwgarl
{er-r pengelolear-r lingkungan hidUp,

h. ketenhran umum perahrran zonasi sistem jaringan air bakn
untuk air minum dan kelompok pengguna meliputi:
1. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan sebagai

sumber air baku pertanian dan air minum perkotaau
2. diperbolehkan mendirikan bangunan unttrk mendukung

jaringan sumber air minum;

3. pembangunan dan pemasangan jaringan primer,
sekunder dan Sambungan Rurnah (SR) yang melintasi
tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak
keberatan dari pemilik tanah;

o6
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4. pembangunan fasilitas pendulmng pengolahan air minum
yang diizinkan meliputi lrantor pengelola, bak
Benampullgan, tqwrr elr, bak pgneqlahq4 arr dan
bqngqnan untuk sumber energl listrik dengan $yarat
mengikuti Keputusan Gubernur dan/atau KepuArsan
Bupati;

5. pada jalur jalan tertsntu, pembangunan dan pem.agangall
jari$gqn pnluer, qekuuder den ganbun-gan R.urnah (9R)
yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izrn
galian yang dikeluarkan oleh instansi yang bennrenang;

6. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak
diidnkar! dibangun langprrng pada sumb.r au balqr;

7. tidak diperbolehkarr mendirikan bangunan di atas
jaringan plpa induk air minum; dan

8. diperholehkan deng;an syarat meliputi pemanfaatan untuk
rekreasi, perikanan budidaya.

i. ketentuan umum peraturan znnaei wilayah mata air disusun
dengan ketentrran :

1. tidak diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung
unh:k bangunan, kecuali bangunan ytrry berhubungan
dengan konservasi mata air;

2. diperbolehkan wilayatr mata air digunakan unhrk
pariwisata selama tidak mengr:rangi kualitas tata air yang
ada; dan

3. tidak diperbolehkan melaktrkan kegiatan yang dapat
menimbulkan pencemaran mata air.

j.ketentuan umum peratrrran zonasi infrastmkhrr pengendali
banjir meliputi :

1. tidak diperbolehkan merusak infrastmkhrr pengendali
banjir;

2. diperbolehkan normalisasi sung.al secara berkelanjutan,
pengembangan bangunan penatran banjir, ' dan
pengembangan informasi kawasan ra\r'an banjir;

3. diperbolehkan kegiatan selain yang dimd<sud pada hr:mf
a dengan syarat tidak mengganggu sistem prasarana
pengendalian daya rusak air; dan

4. tidak diperbolehkan kegiatan yang membangun pada
kawasan resapan air dan tangkapan air hujan dan
luembangun pada kawasan rawan lenggey, '.

(5) Ketenttran umum perahran zonasi sistem jaringan prasarana
pengelolaan lingkungan sebagaimana dimahsud pada ayat (l)
huruf d terdiri atas :

a. ketenttran umum
persampahan;

perahrran zonasi pengelolaan
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b. ketentuan umum peratrrran zonasi pengelolaan air limbah;
c. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sistem

drainase; dan

d. ketenhran umum peraturan zonasi pengelolaan sumber air
minum perkotaan.

Ketenhran umurn perattrran zonasi pengelolaan persampatran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

a, dipsrboletlkan mendirikan bangunan teiltentlr dengan
spesifrkasi khusus untuk mendukung fungsi pengelolaan
persampahan;

b. diperbolehkan mendirikan kantor pengelola dengan syarat
tidak mengganggu fungsi pengelolaan persampatran;

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi
te{adinya pembahan lingkungan fisik alamiah ruang;

61. rliperbolehkan kegiatan yang meliputi pengoperasian TPA
sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan,
pemrosesan akhir sampah, dan metode latran urug terkendali
(anbolled landfiht1, pemeliharaan TPA sampah, dan industri
terkait pengolatran sarnpatr;

e. diperbolehkan kegiatan dengan syarat meliputi kegiatan
F-ertanian oon pangan, kegatan Benghijauan, ksgiatan
panuuHman dalam jarak yffitg aman dari dampalr
pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak
menganggu fungoi kawaoan perunfuIian TPA sampah;

f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu tungsi
kawasan peruntukan TPA senpah;

g. TPA sampah wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan
pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak
melampaui standar bakrr mutu lingkungan; dan

h. memiliki jar"k yang cukup untuk pengernbangan ?rina
penyan gga lhtffetznrte) d en gan kawasan permukiman.

Ketsntuen umum peraturan zonasi untuk pengelolaan air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. diper,bolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah

eetcmpat pada kawasan permukiman;

b, diperbolehkan mengueahakan sistem Fengelqtaan limbah
komunal pada kawasan padat penduduk;

c. tidak diperbolehkan membuang limbatr limbah E}3 sebelum
diproses melalui IPAL; dan

d. tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah,
pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan
limbah Batran Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain
yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

17l
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(8) Ketentuan umum peraturan zonasi r:nfuk pengelolaan sistem
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri
atas :

a. diperbolehkan pembangunan sistem drainase yang terpadu
dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya;

b. diperbolehkan mengembangkan sumur resapan dan hrbang
biopori di tiap bangunan yang disesuaikan dengan kondisi air
tanah pada lokasi bangunan;

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas saluran
drainase; dan

d. tidak diperbolehlcan mengusakan kegiatan y{ry
menyebabkan terganggunya fungsi drainase kawasan
meliputi kegiatan pembuangan sampah dan pembuangan
limbah.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huad d terdiri
atas.:

a. diperbolehkan memanfaatkan sumber air minum perkotaan;

b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan
pipa air minum; dan

c. tidak diperbolehkan mengusahal€n kegiatan yang
menyebabkan tergcnggunya ketersediaan air balru.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri
atae;

a. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat tidak
mengganggu fungsi eya-lruasi bencana;

b. tidak diperbolehkari pendirian bangunan kecuali unhrk
kepentingan evakuasi bencana;

c. diperbolehkan pemanfaatan nrang yang mendukung fungsi
evalmasi bencana;

d. diperbolehkan kegiatan benrpa pemberian tanda-tanda,
informasi dan sosialisasi iafur-jalur jalan yang digunakan
sehagai jalur evalruasi bila terjadi bencana;

e. diperbolehkan pengembangan sistem peringatan dini
terhadap kemungkinan adarrya bencana;

f. diperbolehkan penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana
menca.lrup lapangan urnurn, gedung serbaguna, taman dan
bangunan fasilitas umum atau rumah sakit rujukan; dan

g. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi kegiatan
pemhangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan
ssrana jalur ev, akuasi bensqlla,

1-
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Bagtaa llecnpat
Kctentuan Umum Peraturan Zonasl Fola Ru"rg

Peregref I
Ketcatuea Unum Peraturan Tanasl Kawasaa Llnduag

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a terdiri
atas:
a. ketenhran umurn peraturan zonasi kawasan hutan lindung;

b. ketenttran umum perattrran zonasi kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasarr bawahannya;

c. ketenttran umum perahrran zonasi kawasdn pedindungan
setempat meliputi:

d. ketenttran umum perahrran zonasi kawasan cagar budaya;
dan

e. ketenttran umum perattrran zonasi kawasan rawan bencana
alam.

Ketenhran umum perahrran zonasl kawasan hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a terdiri atas :

a. diperbolehkan pemukiman bagr penduduk asli yang sudah
ada dengan luasan tetap;

b. diperbolehkan pemanfaatan jasa linglmngan pada hutan
lindung dilakukan melalui usatra :

l. pemanfaatan aliran air;

2, pemanfaatan air;

3. pemungutan hasil hutan bukan karu;
4. wisata dam tanpa merubah bentang alam;

5. perlindungan keanekaragaman hayati;

6. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

7. penyerapan dan / atau penyimpankarbon.

c. diperbolehkan kegiatan pinjam pakai kawasen hutan unhrk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanarr
meliputr kepentrngqr religi, pertahanan dsn keamanan,
pertambangan, Belrobangunan ketenagalistrikan dsn
instalasi teknologi energi terbanrkan, perabangunan jaringarr
tolokomunikaei, pembangunan jaringan iaetalasi air, jalan
umurn, pengairan, b* penampungan air; faeilitas llmurn,
repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun
relay televisi, sarana keselamatan lalulintas laut/udara, dan
unhrk pembangunan jalan, kanal atau seJenisnya yang tidak

(2t
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dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk
keperluan pengangkutan produksi;

d. pemanfaatan jasa linglnrngan pada hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada huruf d diperbolehkan dengan
syarat:

1. tidak mengurangi, mengubatr atau menghilangkan fungsi
utamanYa;

2. pengolahan tanah terbatas;

3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan
sosial ekonomi;

4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
dan

5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah
bentang alam.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi
perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan
resapall atr sebagaimana dima&sud pada ayat (,1) huruf b terdiri
atas :

a. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya serap
tanah terhadap air;

b. diperbolehkan kegiatan budidaya Udak terbangun yang
memiliki kemampuan tinggr dalam meresapkan air ke dalam
tanah dan mampu menahan limpasan air hujan;

c. diperbolehkan penyediaan sumur resapan atau tendon air
atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

d. diperbolehkan penerapan prinsip rero run olf terhadap
segala benhrk kegiatan yang berlangsung;

e. diperbolehkan kegiatan yang dapat dimanfaatkan unnrk
tanarnafl perkebunan/tahunan yang dikembangkan dituar
hutan lindung dengan syarat :

1. jenis tanaman yang dikembangkan bersifat mencegah
erosi dan bencana banfir bagt daeratr bawahannya; dan

2. berfungsi hidro-orologis me4iamin ketersediaan unsur
hara tanah, air tanatr dan air permukaan.

f. diperbolehkan kegiatan yang dapat dimanfaatkan unnrk
hutan produksi yang dikembangkan diluar hutan lindung,
dengan syarat:
1. tanaman yang dikembangkan mampu melindungi

kelestarian fungsi kawasan; dart

2. penebangan dilakukan secara tebang pilih.

Loffi
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g. diperbolehkan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk
perkembangan diluar kawasan hutan lindr.rng, dengan
gyarat;

1. memiliki potensi tambang yang sangat tinggi nilainya
bagi pembangunan;

2. aktivitas penggaliannya tidak merusak fungsi dan
ekosistem di kawasan sekitar lokaoi penggalian maup-un
ecsudshnya; dan

3. menggunakan lahan kanrasan lindung relatif kecil
dibandingkan luas lahan kawasan lindung.

(4) Ketentuan umum perahrran zonasi kawasan perlindungan
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf c terdiri
atas :

a. ketentuan umum perahrran znnasi kawasan perlindungan
sempadan sungai;

b. ketenttran umum perahrran mnasi kawasan perlindungan
sekitar waduk;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan
jaringan irigasi; dart

d. ketentuan umum perattrran zonasi kawasan RTH perkotaan.

(5) Ketentuan umum perah:ran zonasi kawasan perlindr:ngan
sempadan aungai sebagairnana dimaksud pada ayat (41huruf a
terdin elas I

a. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;

b. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

1. kegiatan frsik buatan unhrk peflindungan badan sungai;

2, kegiatan budidaya yang sifatnya menunjang kepentingan
perhutmngan/ penyebrangan transportasi sungai;

3. pembangunan jaringan jalan inspeksi pada kawasan
sempadan sungai; dan

4. kegiatan budidaya/ bangunan yang dimaksudkan unhrk
pengelolaan badan air atau pemanfaatan air.

c. diperbolehkan kegiatan dengan syarat menunjang estetika
pada kawasan sempadan sungai meliputi :

1. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai unhrk
ruang terbuka hiiau (RTH);

2. pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi,
wisata alam (ekowisata), olatrraga air, kegatan sosial
budaya, kegiatan perikanan dan pengelolaan badan air
atau pemanfaatan air; ,l

3. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dalam arti luas
dengan jenis tanaman dan perikanan hudidaya;

oTy
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4. pemanfaatan unfi.rk pemarangan reklame dan papan
pengumuman dengan persyaratan tertonhr;

5. pemanfaatan unhrk pemasangan bentangan kabel listrik,
kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan
tertentu; dan

6. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi
prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan
tErtentu,

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran u I
menurunkan kualitas air seperti: membuang sampatr
dan limbatr padat dan/atau cair.

2. pemanfaatan hasil tegakan; dan

3. alih fungsi latran pada RflI produktif.

Ketenhran umum peraturan znnasi kawasan perlindungan
sekitar w. aduk sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf b
terdiri atas :

a. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;

b. tidak diperbolehkan segala bentuk kegiatan yang dapat
mengganggu, merusd<, mengurantgi kelestarian kawasan
(termasuk kawasan yang dilindungi) dan ekosisternrrya;

c. tidaf< diperblehkan kegiatan yang dapat menimbulkan
pencemaran a,tr I mentrnrnkan kualitas air;

d. pemanfaatan ruang kawasan sempadan waduk unhrk rrang
terbuka h{iau (RTH);

e. diperbolehkan kegiatan lisik buatan unnrk perlindungan
waduk;

f. diperbolehkan kegiatan budidaya yang sifatnya menunjang
kegiatan pariwisata pada lokasi danau yang ditetapkan
sebagai kawasan wisata; dan

g. diperbolehkan kegiatan budidaSra/ bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau
pemanfaatan air.

Ketenttran umum perattrran zonasi kawasan perlindungan
jaringan irigasi sehagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
terdin etes ;

a. tidaf( diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan
irigasi;

b. tidatc diperbolehkan mendirikan bangunan yxry secara
sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas afirarr
air;

(71
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c. diperbolehkan bersyarat tertentu unhrk bangunan, diukur
dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangki
saluran qtau baqguqannya dengalr jarak ;

1. 5 (lima) meter unhrk saluran irigasi d6n p.*buangan
dengan kemampuan 4 (empat) m3/detik atau lebih;

2, 3 (tiga) meter unhrk saluran irigasi dan pembuangan
dengan kemampuanl (satu) eampai 4 (empat) m3/detik;
dan

3. 2 (dua) meter unhrk saluran irigasi dan pembuangan
dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) grs/detik.

d. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun
di luar permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter
kiri-kanan saluran; dart

e. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan
inspeksi unhrk pengontrolan saluran dengan lebar jalarr
minimum I (tisd m-eter,

(8) Ketenhran umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huraf d terdiri atas :

a. tidak diperbolehkan mendirikan bangr:nan di atas kawasan
RIH perkotaan;

b. penetapan RTH dengan kriteria terdiri atas :

1. ruang-mang terbuka di kawasan perkotaan maupun
kawasan perdesaan yang difrrngsikan sebagai rrang
tanpa bangunan meliputi taman perkotaan, hutan kota,
lapangan olahraga, pemakaman umurn dan setra,
kawasan jalur hdau pertanian, jalur-jalur perlindungan
linelrungan, tarnan penrmahan, sabuk hiiau berupa
lehen pertaniarr daq hq(4r,r, karrasan lindung berupa
hutan lindung, taman pesisir dan sejenisnya;

2. berbentuk sahr hamparan, berbentuk jalur, atau
kombinasi dari benhrk sahr hamparan dan jalur; dan

3. didominasi komunitas hrmbuhan.

c. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

l. kegiatan pemanfaatan nrang unnrk kegiatan rekreasi,
kegiatan pariurisata, arena bermain and<, dan arena
olatrraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung
kawasan RIH;

2. pengembangan taman-taman bempa taman lingkungan
perumatran, taman skala banjar, taman skala desa,
laman s-kala kEeematan dan taman skala perkotaan yang
terintegr4si dengan lapangan terbuka;

3. pemantapan taman-taman perkotaan sebagai pusat
kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, keagarna^art'

//,t6
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4. menanam tanaman yang medukung penyerapan air; dan

5. pemanfat€n taman pekarangan perumahan, halaman
perkarrtoran, halaman pertokoan dan halaman tempat
usatra lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan
proporsi tertenhr sesuai luas lahan dan perryaratan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar
Hijau (KDH) yang ditetapkan,

d. pendirian bangunan pada RTH pada ruang tertnrka dibatasi
hanya unhrk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi,
olah raga, pertanian, dan keagamaan.

(9) Ketentrran umum perahrran zonasi kawasan cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atao :

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan
penelitian, pendidikan dan pariwisata;

b. diperbolehkan mengembangkan pariwisata dengan
syarat tidak boleh fungsi lindung kawasan;

c. diperbolehkan pemasang€n rambu-rambu, kab€l listrik,
telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, tiang
jeurhatan dengan syarat tidalr holeh mengubah fungsi
linduns kawasaru

d. diperbolehkan melestarikan dan melindungi kawasan cagar
budaya dan kawasan historis dari alih fungsi;

e. diperbolehkan melestarikan dan merevit-lisasi bangunan
tua, hangunan bernilai sejaratr dan/atau hernilai arsitektur
tingg!, serta potensi $qeiat budaya masyqrakat yeng menoiliH
niler sejarah;

f. diperbolehkan melakukan perlindungan kawasan bersejarah
dan budaya;

g. diperbolehkan melakukan penggalian benda benda
bersejaratr dengan seijin pemerintatr daeratr;

h. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan; dan

i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian
bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

(1O) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana
alam sebaearmana dimakqud pada ayat (l) huuf e manqakup i

a. ketentuan umum pera.tur-an zonasi kawasan ra$ran beneana
banjir; dan

b. ketentusn urnum peraturan zonasi karvasan rawgn hencana
longsor,

/)"rr
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(11) Ketentrran umum peraturan zonasi karrasan rawan bencana
banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri
atas;

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

1. kegiatan RTH;

2. kegiatar dalam rangka memlrerkecil kerugian akibat
bencana antara lain normalisasi sungai, pelestarian
kawasan sungal, mengembangkan kawasan sungsl
gqbagai kawasan prggerva$i dan kqservasi budaya 99rta
pengembangafl saluran drainase yang terintegrasi;

3. kegiatan dengan pot€nsi kerugian kecil akibat bencana
dengan mempertimbanekan kondisi, jenis, dan ancaman
bcnsena;

4. penyediaan sistem peringatan dini;

5. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi
bencana; dan

6. pendirian bangunan unhrk kepentingcn pemantauan
ancaman bencana.

b. diperbolehkan bersyarat tertenhr kegiatan yang meliputi
kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya bencana
dam banjir;

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi kegiatan yang
dapat herpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya bencana
alam banjr, dan merrgbqlang dan/atau menut=up jalur
evalsuasi dan permukiman penduduk;

d. ketentuan khusus untuk kawasan rawan banjir meliputi :

1. penetapan batas dataran banjir;

2, pemanfaatan dataran banjir bagi mang terbuka hijau;

3. pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendatr;
dan

4. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan.
e. diperbolehkan permukiman dan fasilitas umum penting

lainnya dengan ketentlran :

1. konstnrksi bangunan semi permanen dengnn kepadatan
bangunan rendah (. gO unit/Ha); dan

2. konstruksi tradisional dengan kepadatan sedang (3O - 60
unit/Ha) dan rendah (. 30 unit/Ha).

f. diperbolehkan untuk kegiatan industri, dengan ketenttran:
Konstnrksi bangunan skala industri kecil;



-81 -

g. diperbolehkan unhrk kegiatan wisata, dengan ketenttran
Wisata/Atraksi Sosio-Kultural, dan berbagai uutcarn pola
qgrqforestrY; dan

h. diperbolehkan untuk kegiatan lahan usaha
pertanian/kehutanan, dengan ketentuan :

1. kerentanan tinggi untuk jenis usatra sawah yang
heririgaei;

2. kerentanan sedang unhrk jenis usa?ra ladang

3. kerentanan rendah unhrk jenis perkebunan; dan

4. hutan produksi pada latran produktif.

(12) Ketenttran umum perahrran zonasi kawasan rawan bencana
longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri
at4s !

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

1. mengurangi tingkat keterjalan lereng, dengan membuat
teras bangku;

2. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air
permukaan mauPun air tanah;

3. pengembartgan jalur dan ruang evakuasi bencana dari
Permukiman Penduduk;

4. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya
dalam untuk menahan lqju gerakan tanah tersebut; dan

5. pengembangan bangunan penatran gerakan tanah.

b. diperbolehkan bersyarat tertentu kegiatan yang meliputi
relokasi bangunan pada kawasal rawan longsor potensi
tinggr, dan pengattrran kegiatan budidaya yang sesuai
dengan kondisi lisik kawasan;

c. tidak diperbolehkarl kegiatan yang meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada htlruf a dan huruf b yang
dapat mengganggu kawasan rawan tanah longsor;

d. tidalG diperbolehkan adanya kegiatan permukiman temtama
pada ke.miringan >4Qola, tikungan eungai, serta alur sungai
kering di deerah pegunungan; dan

e. tidak diperbolehkan penggalian dan pemotongan lereng.

/'hffi
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neregnf 2
Ketoatuan Umun Peraturaa Tntesl Kswasan Budtdeya

Prral 57

(1) Ketenttran umum perahrran zonasi kaurasan budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (a) huruf b terdiri
ataE :

a. ketentuan umalm peralrrran zonasi kawasan perunhrkan
hutan produksi;

ketenttran umum perahrran zonasi kawasan peruntukan
pertanian;

ketentuan umum perattrran zonasi kawasan peruntukan
perikanan;

ketentuan umum perattrran zonasi kawasan pemnhrkan
pertambangan; .

ketentuan umum peratf,rran zonasi kawasan pemntukan
permukiman;

t. ketentrran umum peraturan zonasi kawasan penrntrrkan
industri;

g. ketentuan umum peratrrran zonasi kawasan perrnttrkan
pariwisata; dan

h. ketentuan umatm perattrran zonasi kawasan pemntukan
lainnya.

(21 Ketenttran umum peraturan zonasi kawasan penrnhrkan hutan
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas :

a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan
rehabjlitasi hutan;

b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga
kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;

c. diperbolehken pendirian bangunan terbatas yang
menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

d. diperbolehkan bersyarat tertenhr j*.k penebangan pohon
>500 fiima rahrs) m dari tepi waduk, >2OO (dua rahrs) m dari
tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah ravra, >1O0
(peratLls) m dari tepi kiri kanan sung4!,5Q m,kiri kanqn tepi
Anak gqnger, >2 (dua) kati kedeleman jUrang dari tepi
jurang, >13O (seratus tiga puluh) lcati selisih pasang tertinggi
dan pasang torendatr dari tepi pantai; dan

e, tidat( diperbolehl€n aktivitas pengembangan brrdidaya
lssrrrya yer,lg trtqn-gura4g luas huten,

b.

c.

d.

e.

o18
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(3) Ketentuan umum peratttran zonasi kawasan perunhrkan
pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf bterdiri
4taa:
a, ketentuan peraturart zonasi kawasan tanaman pangan;

b. ketenttran peraturan zonasi kawasan hortikultura;

c. ketenttran perahrran zonasi kawasan perkebunan; dan

d. ketentuan perah:ran zonasi kawasan petern4kan.

(4) Ketenhran umum peraturan zonasi kawasan tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :

a. ketenttran peraturan znnasi lahan basah meliputi :

1. tidak diperbolehkan alih fungsi latran sawah produktif
yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berlcelanjutan;

2. mengendalikan secara ketat konversi latran sawah
beriiigasi, unttrk keperluan infrastrukhrr strategis;

3. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian tanamart
pangan;

4, diperbolehkan mendirikan mmatr hrnggat dengan syarat
tid€k mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas
bangunan berkepadatan rendatr;

5. mencegatr dan membatasi alih fung"f t4ry pertanian
tanaman pangan unhrk kegiatan budidaya lainnya;

6. menggunakan sistem Pola tanam monokultur,
ttrmpangsari, campuran ttrmpang gilir; dart

7. melarang tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang
jalur transportasi yang menggunakan latran sawah yang
dikonversi.

tindakan konservasi berkaitan dengcn vegatatif dan mekanis
(pembuatan pematang, teras dan saluran drainase);

meningkatkan jaringan irigasi di kawasan lahan kering yang
produktif untuk tanaman pangan;

upaya pengalihan fungsi lahan pertanian lahan kering yang
tidak produktif menjadi peruntltkan lain socara selektif
tanpa mengurangi kesej ahteraan masyarakat;

latran dengcn kemiringan 0-50/o: tindaf@n konsenrasi dengan
vegetasi ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik;

latran dengan kemiringan 5-15% tindakan konservasi
vegetatif melalui pergitiran tanaman, penanaman menurut
kontur, pupuk hliau, pengembalian bahan organik, tanamart
penguat keras, tindaf<an konservasi mekarrik melalui teras
gulud disertai tanaman penguat keras dan salurarr
pembuang air ditanami rumput;

c.

d.

e.

lhfi
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g. lahan dengan kemiringan t6-4Oo/o tindakan konservasi
vegetatif dengan pergiliran tanaman, penanaman menurut
kontur, pembenan r-nulse sisa tanflnan, pupuk kandang,
pupuk hrjau, sisipan tanaman lahunan atau batu penguat
teras dan rekrak, tindakan konserryasi mekanik dengan teras
bangku dilongkapi tanaman atau bahr penguat dan saluran
pembuangan air ditanami rumput;

h, di.=perbolebkeq lueqtadatkan atr peqltullefln ulltuk iri-eaqi
pada kawasan tanaman pangan; dan

i. tidaL diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan menjadi lahan budidaya non pertanian
kecuali untuk pembangunan kspentingan ur-nrrno hanrp
mengacu perahran perundang-undangan.

Ketenhran umrrm perattrran zonasi kawasan hortikulfura
sebagaimana dimatrsud pada ayat {3) huruf b tcrdiri atas :

a. diperbolehkan mengusahaterr penanaman jenis tana:nan
hortikultura; dan

b. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi
atau merusak fungsi lahan dan kuditas tanah untuk
bqrtikultura.

Ketentrran umum peraturan zonasi kawasan perkebunan
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :

a. kemiringan C,-60/0; pola monolnrltur, tumpang sari,
interkulhrr atau campuran. tindakan konservasi vegetatif
tanaman penuhrp tanah, penggunaan muls, pengelolaan
tanah minimum;

b. kemiringan 8-l5o/o: pola tanam monokultur, ttrmpang sari,
intcrkultrr atau campuran, tindalon konservasi vegetatif
(tanaman penutrrp tanah, penggunaan mulsa, pengolahan
tanah minimal), tindakan konsenrasi mekanik (saluran
drainase, rokrak teras bangku, diperkuat tanaman penguat
atau rumpxt);

e. luas rainimum dan maksimum penggunaan lahan unhrk
perkebunan sesuai peraturan perundangan;

d. kemiringian 25-4Qo/o: pola tanam monokultur, interkr-rlhrr
atau campuran. tindakan konservasi vegetatif (tanaman
penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolatran tanah
minimal), tindakari korisewasi mekanik -(satur-an 

drainase,
rokrak teras individu);

e. hak euna usaha perkebunan diberikan paline larna SS (tiga
pulutr lima) tahun;

!.

otr
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f. lahan perkebunan besar swasta yang terlantar (kelas v) yang
tidak borupaya melalnrkan perbaikan usaha setelah
dilatrukan pembrnaan, dapat dialihkan untuk k-egeta$ nqn
perkebrrnen; dan

g. mengembangkan kawasan perkebunan dengan jenis
komoditi sesuai permintaan pasar.

(71 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan
sebagaimana dimalcsud pada ayat (3) huruf d terdiri atas :

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

1. pemanfaatan potensi perternakan di wilayah
permeliharaerlt

2. pemanfaatan lahan pertanian yarrg dapat mensuplai
bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;

3. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan,
untuk kegiatan peternakan skala rumatr tangga;

4. pemanfaatan nilai tambah perternakan melalui
pengembangan industri pengelolaan hasil perternakan;

5. pengkajian daur kehidupan ternd< dan pengukuran
produktivitas ternak komersial; dan

6. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan
limbatr terpadu dan terintegrasi dalam sistem pertaniarr
terintegrasi.

b. diperbolehkan bersyarat tertenhr kegiatan yang meliputi
pengembangan kawasan perunfukan peternakan dengan
batas-batas zonasinya 6dalc ditetapkan Eecara togas, dapat
bereamBur dEngan kawasan Bertanies, ltarrasen
lprkeb. unen dan kawaser-r pqrmukiman segara ter[a.1as,

c. tidak diperbolehlcan pengembangan usaha peternakan skala
besar di dalam kawasan permukiman;

d. tidak diperbolehkan pada pengelolan yang merusak kawasan
linglnrngan; dan

e. tidak diperbolehkan mengusatrakan peternakan pada
kawasan permukiman perkotaan.

(E) Ketenttran umum peraturan zonasi kawasan pemntukan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas :

a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk pcrmukiman
petani/ nelayan dengan kepadatan rendah;

b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemisatran dan/atau
kawasan sabuk hijau;

c. pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak melebihi potensi
lestarl;

/1fr
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d. diperbolehkan mengusahakan kegiatan perikanan tangkap
dan hudidaya porikanan;

e. diperbolehkan mengusatrakafr kegiatan penunjang
perikanan berupa tpi dan pelabuhan pendaratan ikan;

f. diperbolehkan kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan

g. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang merusak
linglmngan.

(9) Ketenhran umum perahrran zonasi kawasan penrnfukan
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdin atas ;

a, persyaratan kawasan pertambangan meliputi :

1. diwajibkan pada perusahaan/perorangan melakukan
kegiatan rehabilitasi kawasan pada saat penuttrpan
tambang;

2. memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta
keseimbangan risiko dan manfaat;

3. pengahrran bangunan di sekitar instalasi dan peralatan
kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan
bahaya dengan memperhatikan kepentingan daeratr;

4. lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan
permukiman, dan tidak terletak di daerah tadah unhrk
menjaga kelestarian sumber air; dan

5. lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam
?4Oo1o yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk
menghindari bahaya erosi dan longsor'

b. diperbolehkan kegiatan yang meliputi :

1. pengembangan kawasan wisata pasca penutupan
tambang; dan

2. pengawasan kegiatan pertambangan dan kegiatan
pengeboran air bawah tanah penghirjauan, penelitian dan
ilmu pengetahrran, eksplorasi, dan kegiatan lain yang
meodukutrg kawasan dari kerusqkan lingk+ngsrr,

c. diperbolehkan bersyarat tertenhr kegiatan yang meliputi
kegiatan pertarnbangan yang tidak bertentangan dengan
fungsi utama kawasan;

d. diperbolehkan bersyarat terbenhr kegiatan perrnukiman,
perdagangan dan jasa serta fasilitas umum di sekitar areal
pertambangan dengan syarat areal pelayanan yang telah
ditetaplcan; dan

e. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi kegiatan selain
sehagairnana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d
yang dapat menggangg-rr i+ngsi utama den parunt,ukan
karragqn pertamb4r-rg4n,

lrN
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(10) Ketentrran umum peratrrran zonasi kawasan perunhrkan
permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
tErdin atas i
a. ketentuan umum perahrran znnasi kawasan permukiman

perkotaan; dan

b. ketenhran umum perahrran znnasi kawasan permukiman
perdesaan.

(1 1) Ketenhran umum perattrran zonasi kawasan permukiman
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huaf a terdiri
atas :

a. diperbolehkan bersyarat tertenhr dalam kawasan
permukiman perkotaan, meliputi kegiatan puaat
par-n-enntahaq dEsa dq4/atau kelurehen, pendrnan
banguna,n perdagangan dan jasg, penyediaan fasilitas sqsial
dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan,
oarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yaag
dapat mendukung fungsi kawaean;

b, diperbqleltkas bers.yaral tertentu keeietarr k=esatan selein
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mendukung
kawasan per"mukiman beserta utilitras permukiman
perkotaan;

c, tidak diperboletrkan k gretan selarn seb.sgainqqna dimaksud
pada huruf a dan huuf b yang dapat mengganggu fungsi
kawasan;

d. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas sedang
sampai tinggr;

e. diperbolehkan mengusatrakan industri kecil dan milso
deragan s5rar-at tidatr menimbulkan gangguan pada katrrasan
perrnukiman per'kotaan;

f. pengharu-qsn penelapan ketenhran tata linelilngpn dan tata
bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB), Koefisien L€ntai Bangunan (KLB),
Koefisien Daer"ah Hiiau (I(DH), Koefisien Tapak Basement
(KTts), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan
(GSB) terhadap jalan; dan

g. ketenhran penggunaan rumatr panggung pada daera?r ra\ra,
resapan air dan rawan banjir dengan syarat :

1. diperbolehkan pembangunan rumah panggung dengart
syarat hanrs mengikuti pedoman pembangunan nrmatt
sederhana sehat (rrrmah kayu panggung);

2. diperbolehkan pemanfaatan ruang bawatr rumah
panggung ha8x kegiatan penanaraan pohon dan rlrang
terhrrrka htiau;

{hfr
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3. diperbolehkan pemanfaatan ruang bawah rumah
panggung untuk instalasi rumah soperti kelistrikan,
tetekom-u"nik-asi, jalur perpipean ag bersrh dan arr k_otor
dengan syarat mgmenuhi kegelar_na.tan penggqna
bangunan; dan

4. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bawah rumah
pangguns bagl kegiaten pembuangan sampah, limbatr
9fl1r, fllr kstor, deq pemeliharaen binalagg teqak.

(12) Ketentuan umum perafirran zorrasi kawasan permukimarr
perdesaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (10) huruf b terdiri
atas :

diperbolehkan kegiatan dalam kawasan permukiman
perdesaan meliputi kegiatan: pusat pemerintahan desa,
pertanian, porkehunan, perikanan, agroindustri, pendirian
b-engrnm perdagangao dau jasa, penyErdiean fas*tlitas sesial
darr fasilitas umum, lqyanan pendidikan, layanan kesehatam,
safiana peribadatan, peaghijauan, d.an kegiatan lain yang
dapat mendulnrng fungsi kawasanl

diperbolehkan bersyarat tertenhr k-egiatan yang meliprtti
kesiater_r gqlair sebagaimana dimakqUd pe"de huntf a ye1rg
dapat mendukung kawasan peruntukan permukiman
perdesaaa;

tidak diperbolehkan kegiatan sel,ain sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b yang dapat me.ngganggu fungei
utama kawasan permukiman perdesaan;

diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas rendah
sampai sedang;

penghanrsan penerapan ketenturan tata lingkungan dan tata
bangunan (amplop bangunan) meliputi ketenhran Koefisien
Dasar Bangunan (KDB), K-osfisien tantfl Banguuran (KL-,BJ,

Koefisien De.erah HUaU (KDH), Koefisien Tepak Basement
(KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan
(cSB) torhadap jalan; dan

kptentuan pengglrnaan rumah panggung pada daeralr rflrtrBr
resepgn eir dau rax,as banjir dgugan syerat ;

1. pembangunan rumatr panggung hartrs mengikuti
pedoman pembangunan nrmah sederhana sehat (rumatr
kayr panggung);

2. diperbolehkan pemanfaatan nrang bawatr nrmah
pang3mg bag kegiatan psnanaman pohon dan ruang
terbuka hijau;

h,,

c.

e.
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3. diperbolehkan pemanfaatan ruang bawah rumah
panggung untuk instalasi rusratr seperti kelistrikan,
telekqmu4ikasi, jdur psrpipaau arr bEr_sih dan arr kptpr
dengan syarat memenuhi keselamafqn pengguna
bangunan; dan qr

4. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bawatr rumatr
panggung be$ kegiatan pembuangan sernpehr limbah
calr, eir k-stsr, dqr pemeliharaa4 binetrns temak.

(13) Ketenhran umum perahrran zonasi kawasan perunhrkan
industri sebagatmana dlmaksud padz ayat (1) huruf f terdiri
atas :

penetaf.an jenis industri sesuai kemampuan penggunaErn
teknokigi, 

-potensi 
sumberdaya alam han rhaniisia di

sekitarnya;

untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian
lingkungan pengembangan kawasan industri harus
memperhatikan aspek ekologis;

lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan
langsung dongan kawasan permukiman;

pada kawasan industri diperkenankan adarrya permukiman
penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai
dketenhran perahrran perundangan yang berlaku;
pengembangan kawasan industri hanrs dilengkapi dengan
jalur hijau (greenbelfl sehagai penyansga antar fungsi
kawasan, dqn saraRa pengalahan limbah;
pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana
dan pra$arana wilayah sesuai dengan ketentuan yang
berlalru;

pengembangan ?rrna industri yang terletak pada sepanjang
jatan arteri atau kolelrtor harrs dilengkapi dengan frontagC
road unttrk kelancaran aksesibilitas;

pengembangan jenis industri yang ramah linglqrngan dan
memenuhi kriteria ambang limbah (memenuhi persyaratan
AMDAL yang berlaku);

mensyaratlcn pengelolaan limbah terpadu sesuai standar
keselamatan internasional bag industri yang lokasinya
berdekatao;

luas latran yang dikelola kawasan industri hanrs
mengalokasikan lahan untuk kavling industri, kavling
perumahan, jalan dan sarana penunjang, dan RTH;

pengarahkan _ pengembang€n industri kecil menengah
berbasis rumah tangga dengan peng$u1aan lahan minimal;
pembatasan pembangunan perumatran baru di sekitar
kawasan peruntukan industrl;

a.

c.

d.

e.

h.

1

J
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m. mengarahkan lokasi pembangunan penrmahan baru di
dalam kawasan industri;

n. diperbolehkan harrya industri yang hemat dalam
penggunaan air dan lahan, serta non-polutif;

o. tidak diperbolehkan pengembangan industri yang
menyebabkan kemsakan klawasan resapan air;

p. diperbolehkan pengembangan industri yang tidak
mengaki.batkan kerusakan atau alih fungsi kawasan
lindung;

q. tidak diperbolehkan pengembangan industri dengan
penggunaan air tings dan mengganggu pasokan air unttrk
latran sawatr basatr;

r. mengarahkan pengembangan industri kreatif dengan
penggunaan lahan dan air minimal; dan

s. diperbolehkan kegiatan permukiman industri, perdagangan
dan jasa serta fasilitas umum dengan syarat menunjang
fungsi kawasan perunhrkan industri.

(14) Ketentrran umum peratrrran zonasi kawasan perunhrkan
pariwieata sobagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri
qtag:

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;

b. mengaratrkan wisata alam dan wisata minat khusus yang
tidak mengganggu fungsi ka'wasan lindtrng;

c. mengendalikan pertumbtrhan sarana dan prasarana
penunJang wisata yang ilrengganggu fungsi kawasan lindung
(resapan air);

d. memperhatikan perlindungan terhadap sihrs peninggalan
kebudayaan rnzrsa Lam.pau

e. pemanfaatan taman wisata dam unttrk kegiatan wisata
dilat<sanakan sesuai azars konservasi sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya;

f. luas untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum
107o luas zrlrLa pemanfaatan;

g. tidak mengubah dan mengg-anggu benhrk bangunan
arsitektrrr setempat, bentang atam dan pandangan ri"ual;

h. memenuhi persyaratan AMDAL yang berlaku;
i. hak pengusatraan pariwisata di kawasan wisata alam

maksimal 3A (tiga puluh) talrun sesuai jenis kegiatannya.
Jenis usaha yil-19 dipe-rbqlehkan edalah akoi (Pqndok
wisata, br:rni pgrkgmahan, karavan, ), makanan
dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata,
cenderamata, sarana wieata budaya;


